
SALINAN

BllFATl SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGAJRAN PENOAPATAN DAN BELAHJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA.
lYleoimbeng : a . bahwa dalam rangka menampung usulan Piergcscran Anggaran

RaLuan Kerja Perangkat Dacrahyang tclah disctujui Tim Anggaran
Pemerintah Daerah pada Perubahan atas Pcraturan Bupati
Sukamara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggarsn 2023:

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruT a perlu mencLapkan Peraluran Bupati Sukamara tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 27 Tahun
2023 tentang Penjabaran Perubaftan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun An^arhn 2023:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Fembentukan
Kabupatcn Katingan , Kabupatcn Skrruyftn , Kabupaten Sukamara,
Kabu paten Lamandau, Kabupatcn Puiang Pisau. Kabu paten
(runung Mas, Kabupatcn Murung Raya dan ffabupaten Barite
Timur di Fropinsi Kalimantan Tengah (lcmbaran Negara Repub Lite
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18^ Tambahttn Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4 ISO);

2 . Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Kcuang^n Negaia
(Ijembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 428b):

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan
Negara ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5h Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Notnor 25 Tahun 2004 tentang Sistern
Ferencanaan Pembangunan Nasional fLcmbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2G04 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perim bangsn
Kcuangan Antara Pemerintah lAisat dan Pcmerinlahan Daera h
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12b,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
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6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepubEik Indonesia
Nomor 5049);

7, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemerincahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tatra bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55371 sebagaimana lelab beberapa kali din bah tcrakhir dtngan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pertibahan Kedua
Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 56, TambaEian Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoT S679};

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kcdudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40261;

9. Peraturati Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tertian g Pengelotaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubsh dengan
Pertuuran Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahen Peraruran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pcm-erinlah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Pcrimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan I’emcrinlah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Kecerangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Informasi [.aparan
Penyelenggaraaji ]1emerintah Daerah Kepflda Masyarakat
( [^embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12 r Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 teniang Bantuan
Keuangan P&rtai Pnlitik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) aebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraiurati Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partat PolifcLk (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 71. Tahun 2C10 tentang Standar
Akuntansi Pcmcrintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lemharan Negara Republik
Indonesia Nomor 51bo);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;

L I



15. Peraturan Pcmertntah Nomor IS Tahun 3017 tentang Hak
Keuangan dan Administrate Pirn pi nan dan Anggota Dfcwan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tamtaahan lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 6057);

16. ijeraturan Pemerintah Nomoc 12 Tahun 2019 tentang Pengdolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nornur 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322};

17. Peraruran Pcmcnintah Noinnr 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Tijgafi dan Wcwcnang Gubemur gebagai Wakii Femeriniah Pusat
( lembaran Negara Hepubtik Indonesia Tahun 201ft Nomor 109,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Mcnteri Da Lam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 teniang
Tata Cara Evaluasi Raneangan Peraturan Daerah ten tang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Raneangan
Pcraluran KepaEa Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrali sebagaimana ieiah diubah
dengan Peranjran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Pcraturan Me uteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 201 J tentang Tata Cara Evaluasi Raneangan Pcraturan
Dae rah 1erlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Raneangan Peraturan Kcpaia Daerah tenting Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerati [ReriUi Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19 - Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pcdoman Pengelolaan Investasi Pemerinlah Daerah {Berita. Negara
Republik Indonesia T&hun 2032 Nomor 754);

20. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pcngplompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta PeEaksanaan
dan Pfertanggirngjawabart Dana OpersionaJ {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menreri Dalam, Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomcnklatur Pereneanaan
Fembangunan dan Keuangan Daerah ( EJcnta Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23- Perftturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang
Pengulamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Keg]atari
Terlcutu, Perubahan Alokasi „ dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaitnana telah dirubah
dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perutiahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2020 tentang Feiigutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Rcgiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 910}

23. Peraturan Menteri. Fendidikan, Kebudayaan, Rtsei , dan Teknoiogi
Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Satuan Fendidikan, [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);

24. Peraturan Men ter: Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Pedoman Fenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);
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25. Pcraturan Menteri Dfllam Ncgeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Ptdoman Teknia PcngcLolasui Kcuangan Daerah ( Renta Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ] 7H 1|;.

20. Pcraturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok l^ngelolaan Keuangan Daerah (Lemburan
Daerah Kabupatcn Sukomam Tahun 2000 Nomor 4), sebagaimana
telah diubah dengan I’cmturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nomor
12 Tahun 2017 tentang Peruhahan Alaa Pcraturan Dacrah
Kabupatcn Sukamara INomor 4 Tahun 2009 tentang Fokok-Pokok
Pcngciolaan Keuangan Daerah (Ijembaran Daerah Kabupatcn
Sukamara Tahun 2017 Nomor I 2 h Tambkhan Lcmharan Dacrah
Kabupatcn Sukamara Nomor 49) ;

27. Feramran Daerah Kabupaijen Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Fembenrukan dan Susvman Ferangkat Dacrah Kabupatcn
Sukamara (Ijemb&ran Daerah Kabupatcn Sukamara Tahun 2016
Nomor 6 h Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcn Sukamara Nomor
49), webagaimana lelah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupatcn
Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Pcrubahan Atas Pcraturan Dacrah
Kabupatcn Sukamara. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pcmbcntukan
dan Susunan Pcrangkat Dacrah Kabupatcn 67};

28. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Sukamara Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pcrubahan atas Pcraturan Daerah Kabupatcn Sukamara
.Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kcncana Fembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupatcn Sukamara Tahun 2018-2023
|Lem ba ran Daerah Kabu paten Sukamara Tahun 2016 Nomor lr
Tambahan Lemliaran Dacrah Kabupatcn Sukamara Nomor 81 );

29. Pcraturan Daerah Kabupatcn Sukamara Nornor 9 Tahun 2023
tentang Pcrubahan Anggaran Penrfapatan pan Eelanja Daerail
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupatcn Sukamara
Nomor 9, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sukamara
Nomor 105);

30. Pcraturan Bupati Sukamara Nomor 22 Tahun 2023 ternary
Pcrubahan Atas, Pcraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tenting
Rcncana Kcija Femcrinlah Daerah Kabupatcn Sukamara Tahun
2023 (Bcnta Dacrah Kabupatcn Sukamara Tahun 2023 Nomor- 22);

MEMUTUSKAN:

Modetapkail : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 27 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Paaal 1

Bcbcrapa ketentuan daEaid Pcraturan RupetL Sukamara Nomor 27 Tahun 2023
tentang Pcnjabaran Pcrubahan Anggaran Pendapatan dan Eelanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Bcrita Daerah Kahupaten Sukamara Tahun 2023 Nomor 27) ,
d]ubah sebagai berikul :
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I ., Ketentuan Pasal 2 d in bah schingga trienjadi sehagai berikut :

FasaJ 2

( 1) APQD Ttthun 2033 direncanakan scbesar Rp. 677,679, 210.825,00 ( Enam
nijuh puluh tujuh milyar cnsm ratus tujuh piiJuh sembiLsn juta dua
scpuiuti ribu delap& n ratus dua puhib lima rupiah ) yang ben&umbcr dari :
a. Pcndapatan As Li Dacrah;
b. Pendapatan Transfer
c. Lain lain pendapatan daerah yang sah; dan
d. l’enerimaan Pembiayaan / Pembiay&an Mctto.

(2 ) ReLanja Dacrah direncanakan scbesar Rp, 805,778.193.369,00 (dekpan ratus
lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan jura scratus sembilan puluh
lima ribu tiga ratus enam puluh semfailan rupiah).

(3) Fcncrimaan Pembiayaan Dacrah direncanakart sebesar Rp. 154.808-984.544,00
(Scratus lima puiuh empat mityar deiapan rains delapan juta sembilan
dclapan puiuh empat ribu lima ratus ejapat puluh empat rupiah) ,

Pcngeluaran Pembiayaan Dacrah FJelanja Subsidi direncanakau sebesar Rp.
26.710.000,000f00 jDua putuh enam milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiahj.

(5) Total JumJah Pembiayaan Netto menjadi Rp. 128.098,984,544.00 (Scratus
dua puluh dclapan milyar sembiian puluh delapan juta scmbilan
delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

ratus
ratus

ratus

ratus
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Pclaksanaan Penjaharan Pcrubahan APBD yang dicetapkan daiam Peraturan Bupali
ini dituangkan lefcrih lanjul dalam dakumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fasal ti

Ptraturan Bupati ini mulai berlajnj pada tangga) diundangkan ,

Agar setiap orang mengel&huinya , mcmerintahkan pengundfifigan Pcraluran
Bupati ini dengan penempat&nnya dalam Berita Daerah.

Ditctapkan di Sukatnara
pada tanggal ~> December ? Q 23

Pj. BUPATI SUKAMARA*

ltd

KASPINQR
Diundangkan di Sukamara
pada umggaJ 7 December 3
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT&N SUKAMARA, s engan ilslinya

JJLK HUKUMT'ALA
*ltd
*[S E T D £

A1 A !J L.7T

A » *
8.H., M .H .
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RENDY LESMANA
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